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PRINSIP TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

RINGKASAN

Kegiatan perusahaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomis yang dilakukan
oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan, bidang barang dan jasa
dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Perseroan Terbatas mempunyai
alat yang disebut organ perseroan, yang bermanfaat untuk menggerakkan perseroan agar
badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan terbatas terdiri dari
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

Perseroan sebagai badan hukum berarti perseroan merupakan subyek hukum
sehingga perseroan tersebut dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada
umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah
dengan kekayaan pengurusnya. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham
yang dimilikinya, akan tetapi jika dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pembauran harta
kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung
jawab terbatas akan berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pemegaﬁg saham dalam
Perseroan Terbatas menurut hukum positif di Indonesia, dan bilamana Pemegang Saham
bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian suatu Perseroan Terbatas?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (statute
approach, Pendekatan historis (historical approach) dan Pendekatan konseptual
(conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah studi kepustakaan berupa pengumpulan bahan-bahan yang diperoleh
dari buku-buku, serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang ada tersebut
dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif.
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Tanggung jawab pemegang saham menurut hukum positif adalah terbatas pada
modal (saham) yang disetorkan atau dimiliki. Hal ini sebagaimana diatur dalam KUHD,
UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007, yang masing-masing berbunyi sebagai
berikut: pertama, Pasal 40 ayat (2) KUHD yang berbunyi: “persero-pesero atau
pemegang-pemegang saham atau sero tidak bertanggungjawab lebih pada jumlah penuh
dari saham-saham itu”. kedua, Pasal 3 UU No. 1 tahun 1995 berbunyi: “pemegang saham
tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak
bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang diambilnya”. dan ketiga
Pasal 3 UU No. 40 tahun 2007 berbunyi: “pemegang saham tidak bertanggungjawab secara
pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas
kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Bilamana Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian
suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal
3 ayat (2) UU No. | Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:
Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, cé‘émegang saham yang
bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan 1t1kad buruk memanfaatkan
perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; pemeganlg saham yang bersangkutan
terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; pemegang saham
yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum
menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak
cukup untuk melunasi utang perseroan. Ketentuan Pasal 3 ayat (2a) UU No. 1 Tahun 1995
dan UU No. 40 Tahun 2007 sama juga dengan Pasal 39 KUHD yang menyatakan: “selama
pendaftaran dan pengumuman tersebut belum diselengarakan, sekalian pengurusnya adalah
orang demi orang dan masing-masing bertanggungjawab untuk-seluruhnya, atas tmdakan

mereka terhadap pihak ketiga”.
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ABSTRACT

Limited Corporation have completenesé instrument called organ corporation it consist of
RUPS, directors and commissioners. According to Commercial Law (KUHD), UU PT No.

. 1 Years 1995 and UU PT No. 40 Years 2007, liability of shareholders (RUPS) for principal

is have limited character to their share, but if can give proof that had happened occur of

shareholder personal property with company property , so limited liability become change
go through unlimited liability or personal liability.

key words: RUPS, Limited Corporation, Limited Liability
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perusahaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomis yang
dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan, mengenai
suatu barang baik yang bergerak dan tidak bergerak maupun bidang jasa, bersaing
mutu atau kualitas dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan.

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam  kehidupan
masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk
memenuhi kehidupan keschariannya. Bagi negara, keberadaan perusahaan tidak
dapat dipandang sebelah mata, karena kontribusinya yang tidak kecil sebagai
sumber pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak. Pada sektor lain,
perusahaan juga merupakan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja. Usaha
perusahaan atau yang menjalankan perusahaan, scsungguhnya' merupakan
padanan kata dari pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya
melakukan kegiatan terus-menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari
keuntungan.'

Membicarakan tentang penisahaan, tidak akan terlepas dari bahasan
tentang bentuk-bentuk badan usaha tersebut. Pada Hukum Dagang Indonesia
dikenal bentuk-bentuk badan usaha seperti Perseroan Firma (Fa), Perseroan

Komanditer (CV/Commanditaire Vennootschap), dan Perseroan Terbatas (PT).

! Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Penerbit CV. Mandar Maju,
Bandung, 2000, him. v.
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Bentuk-bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian kesatu Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, masih ada bentuk usaha lain
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang
disebut maatschap atau Persekutuan Perdata. Diantara berbagai bentuk badan
usaha tersebut, PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia
usaha di Indonesia, karena PT merupakan asosiasi modal dan bidang hukum yang
mandiri. Perseroan Terbatas pertama kali diatur di Indonesia melalui Pasal 36
sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut Neamloze Vennootschaap
(NV). Untuk pertama kali ketentuan PT dalam KUHD direvisi dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1971, Lembaran Negara (L.N. No. 20/1971) yang
memungkinkan pemilikan satu saham dengan satu suara.

Suatu Perseroan Terbatas sebagai perusahaan bisnis sedikitnya memiliki
lima karakteristik struktural yaitu: (1) legal personality (badan hukum), (2)
limited liability (tanggung jawab terbatas), (3) transferable shares (saham dapat
dialihkan), (4) centralized management (manajemen terpusat) dan (5) shared
ownership (pemilikan saham oleh pemasuk modal).?

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, yang
bermanfaat untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan
sesuai dengan tujuannya. Organ pers‘eroan terbatas terdiri dari Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

2 Henry Hansmann, dan Reiner Kraakman, "What Is : Corporate Law?", dalam Reiner R
Kraakman et.dl, The Anatomy of Corporate Law A Comparative and Functional Approach, (New
York: Oxford University Press, 2004), h. 1.
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Perseroan sebagai badan hukum berarti perseroan merupakan subyek
hukum sehingga perseroan tersebut dapat dibebani hak dan kewajiban seperti
halnya manusia pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan mempunyai
kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Tanggung jawab
pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya, akan tetapi jika dapat
dibuktikan bahwa telah terjadi pembauran harta keléayaan pribadi pemegang
saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab ferbatas akan
berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, artinya pemegang saham ikut
bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perscroan, tidak lagi
sebatas saham yang dimilikinya dalam perseroan saja.

Prinsip tanggung jawab pribadi adalah prinsip yang mengenyampingkan
perbedaan antara perseroan terbatas dan pemegang sahamnya. Pengadilan
mempertimbangkan bahwa utang perseroan tidaklah benar-benar utang perseroan,
tetapi jﬁga utang dari individu pemegang sahamnya. Prinsip tanggung jawab
pribadi diterapkan kepada semua perseroan kecil, perseroan tertutup atau
perseroan keluarga, dan perusahaan besar atau perusahaan yang "go public"?

Dengan diterapkannya tanggung jawab pribadi, maka pihak pemegang
sahamlah yang biasanya dimintakan pertanggungjawaban atas kegiatan yang
dilakukan oleh perseroan atau perusshaan holding, akan tetapi dalam
perkembangannya kemudian prinsip tanggung jawab pribadi tersebut juga dapat

diterapkan kepada pihak lainnya selain pemegang saham yaitu kepada direksi

3 Jared Jordan, "Piercing the Corporate Veil in West Virginia: the Extension of Laya to all
Sophisticated Connnercial Entities”, 109 West Virginia Law Review (Fall, 2006), h. 143-150.
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maupun dewan komisaris, misalnya jika direktur atau komisaris "sangat dominan"
dalam melakukan perbuatan yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab
pribadi tersebut.*

Tanggung jawab pribadi ini berlaku jika korporasi berfungsi sebagai
instrumen/alat atau alter ego dari pemegang saham’. Perseroan terbatas dapat
disalahgunakan sebagai perisai untuk menghalangi kreditur mengawasi transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh perseroan yang tidak fair dan merugikan kreditur
dan investor. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menjadikan perusahaan
sebagai tujuan untuk menyembunyikan aset perusahaan dari gugatan kreditur.
Demikian pula pengalihan saham-saham perusahaan publik sering didasarkan
pada ketidakterbukaan atas informasi material °.

Penerapan prinsip tanggung jawab pribadi tidaklah sederhana dan tidak
mudah karena akan memerlukan pembuktian. Kesulitan tersebut terlihat dalam
berbagai kasus, putusan hakim seringkali berbeda, antara lain terlihat dalam
putusan Pengadilan Inggris yang juga dianggap precedent di Australia, yang telah
menolak tanggung jawab pribadi dalam kasus Salomon V. Salomon Co. Lid
(1597), dimana pada kasus ini hakim menolak untuk mengidentifikasi perseroan

dengan para pemegang sahamnya, sehingga pemegang saham dapat menuntut hak

4 Munir Faudy, Doktrin-dokirin Modern dalam Corporate law, PT. Citra Aditya bakt,
Bandung, 2002 hal 23 .

S Robert C. Clark dalam Suharmoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Rasus,

_ Kencana, Jakarta, 2004 hal 148

S Ibid. hal 146
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preferensi dari pemilik hutang terhadap per‘usaham yang dalam kenyataannya
adalah dirinya sendiri, dari kreditur asli yang dirugikan.”

Dalam pelaksanaan di pengadilan, sering kali tefjadi prinsip
tanggungjawab terbatas pemegang saham beralih menjadi tanggungjawab pribadi
atau tak terbatas yang menimpa para pemegang saham tanpa didasari dan
dilandasi norma yang seharusnya berlaku,

B. Rumusan Masalahan
Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana tanggung jawab pemegang ssham dalam Perseroan
Terbatas menurut hukum positif di Indonesia?

2. Bilamana Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi
terhadap kerugian suatu Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan
Terbatas menurut hukum positif di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bilamana Pemegang Saham bertanggung jawab

secara pribadi terhadap kerugian suatu Perseroan Terbatas.

7 Chatamarrasjid, Penerbobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum
Perusahaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.8
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah dan Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan (bedrijf atau ondernering) merupakan suatu
pengertian ekonomi yang termuat dalam KUH Dagang khususnya Pasal 6,
namun demikian apabila ditelusuri dalam KUH Dagang yang demikian
luasnya tidak membuat rumusan atau penafsiran otentik atau penjelasan resmi
secara yuridis mengenai arti dari perusahaan.

H.M.N. Purwosutjipto, mengemukakan bahwa istilah perusahaan lahir
sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian
diakomodir dalam KUH Dagang. Masuknya istilah Perusahaan dalam KUH
Dagang diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan
dalam KUH Dagang. Namun, istilah Perusahaan ini tidak dirumuskan secara
eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah Pedagang dan Pebuatan
Perdagangan.?

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas- tentang pengertian
perusahaan, maka perlu dipaparkan terlebih dahulu dasar-dasar yuridisnya.
Perubahan terpenting yang dilakukan terhadap KUH Dagang yang bertalian
dengan pengertian perusahaan dilakukan dengan Staatsblad (Sth) Tahun 1938

No. 276 tanggal 17 Juli 1938, yaitu dengan penghapusan fifle yang berjudul:

% H MN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan

Dasar Hukum Dagang, Cetakan 11, Penerbit, Djambatan, Jakarta:, 1995, hal.5.
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Tentang Pedagang (koopman) dan Perbuatan-perbuatan Perdagangan dalam
buku ke-1. |

‘ Dengan perubahan ini dalam KUH Dagang dicantumkan pengertian
baru yaitu perusahaan (bedrijf; ondenting) dan pengertian perusahaan ini
adalah jauh lebih luas dari pengertian pedagang seperti termaksud dalam
undang-undang yang lama.’

Sebagai wujud keberadaan dan penerimaan istilah Perusahaan dalam

KUH Dagang, bisa diperhatikan rumusan pasal-pasal antara lain sebagai
berikut:

1. Pasal 6 ayat (1): “Setiap orang yang menyelenggarakan
perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan-catatan menurut
syarat-syarat perusahaannya tentang keadaa‘n hartanya dan tentang
apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara
yang demikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan
itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.

2. Pasal 16 KUH Dagang: “Firma adalah suatu perusahaan yang
didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama”.

3. Pasal 36 ayat (1) KUH Dagang: “Perseroan Terbatas tidaak
‘mempunyai Firma, dan tidak memakai nama salah seorang atau
lebih dari para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari

tujuan perusahaan saja”.

© Chidir Ali, Badan Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal.102.



Istilah “Perusahaan™ adalah istilah yang lahir sebagai akibat adanya
pembaharuan dalam Hukum Dagang. Oleh karena itulah, sejak beberapa pasal
dalam Buku I KUH Dagang dicabut, maka sejak saat itu pula istilah dan
pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan (perniagaan) tidak layak lagi
mewakili kepentingan kaum pedagang khususnya dan masyarakat pada
umumnya yang kemungkinan memiliki hubungan, kepentingan dan atau ikut
ambil bagian dalam aktivitas perusahaan.

Menyimak khazanah pustaka ilmu hukum dapat ditemukan beberapa
pandangan mengenai pengertian perusahaan sebagai berikut:

a. Prof. Molengraaf, seorang tokoh dalam hukum Belanda yang
terkenal pada era Hindia Belanda, mengemukakan bahwa
pengertian perusahaan yang dipakai oleh Undang-Undang adalah
pengertian ekonomis. Dikemukakannya bahwa secara terus
menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan
memperdagangkan atau menyerahkan benda-benda atau jasa-jasa.
Molengraaf membuat rumusan perusahaan dengan menyebutkan
unsur-unsur perusahaan yaitu:

1) Terus menerus atau tak lerpufus-putus. maksudnya bahwa
usaha yang secara insidentil tidak mungkin dimasukkan dalam
2) Secara terang-terangan, maksudnya berhubungan dengan

pihak ketiga, dan usaha itu harus diketahui oleh umum.
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3) Dalam kualitas tertentu, maksudnya si pengusaha dalam
menjalankan usaha hanfa harus memperdagangkan benda atau
memberikan jasa-jasa.

4) Menyerahkan barang-barang, maksudnya si pengusaha dalam
menjalankan usahanya menyerahkan barang yang telah dijual.

5) Mengadakan perjanjian perdagangan, maksudnya pengusaha
dalam melakukan kegiatan usahanya dapat melakukan
perjanjian dengan pihak ketiga.

6) Bermaksud mendapatkan laba, maksudnya tidak perlu
diartikan keuntungan bagi dirinya sendiri saja, tetapi juga

keuntungan bagi orang lain.

. Polak, mengemukakan bahwa suatu usaha untuk dapat dimasukkan

dalam pengertian perusahaan harus diadakan pembukuan dalam
segala sesuatunya, bahwa dalam suatu usaha itu harus ada
keperluan untuk mengadakan perhitungan-perhitungan tentang laba
rugi yang dapat diperkirakan atau dengan singkatnyﬁ apakah svatu
usaha itu dijalankan menurut cara-cara yang lazim di dalam
perdagangan yang teratur itu dipakai, maka disitu ada perusahaan.
Dengan kata lain, Polak berpendapat bahwa baru ada perusahaan
bila diperlukan adanya perhitungan tentang laba rugi dan dicatat

dalam pembukuan.
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Dalam pengertian ini, Polak menambahkan suatu unsur yaitu unsur
yang bersifat komersial, di -samping unsur-unsur lain yang telah
dikemukakan."’

c. Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) telah memberi definisi
dalam arrestnya 25 Nopember 1925, bahwasanya “dianggap ada
suatn perusahaan kalau seseorang menyelenggarakan sesuatu
secara teratur (sifatnya terus-menerus; ada pembukuan, penulis),
yang ada hubungannya dengan menjalankan perdagangan untuk
mendapatkan keuntungan berupa uang”."

d. Rachmadi Usman
Menurut Rachmadi Usman, memberikan pengertian perusahaan
adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang
perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang
dilakukan secara terus-menerus atau teratur (regelmatig), terang-
terangan (openlijk), dan déngan tujuan memperoleh keuntungan
dan atau laba (wints oogmerk).’2

e. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan.

Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan, memberikan pengertian perusahaan adalah setiap

bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap, terus

10 HM.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hal.16

11 R, Suryatin, Hukum Dagang, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal.12

12 Rachmadi Usman dalam Abdul R Saliman, et.al, Esensi Hukum Bisnis Indonesia,
Kencana, Jakarta, 2004, hal. 54
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menerus dan berkedudukan di wilayah RI untuk memperoleil
keuntungan dan atau laba. ,

f. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan.
Pasal 1 butir 2, perusaha;m adalah setiap bentuk usaha yang
melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan
memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggar;akan oleh
orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan
hukum ataubukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Istilah dan Pengertian PT
Istilah Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) berasal dari

istilah hukum Dagang Belanda Wetboek van Koophandel (WvK) yaitu
Naamloze Vennootschap dengan singkatan NV.

Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan
terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau
saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang
saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang
dimilikinya."

Menurut Sri Redjeki Hartono, perseroan terbatas adalah sebuah
persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan

menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero

13 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Sebagai Budan Hukum, Jurnal Hukum Bisnis,
Volume 26 Tahun 2007, hal. 5.
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tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumiah
nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta
mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman,
sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan
menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih."

I.G Rai Wijaya memberikan pengertian perseroan terbatas adalah salah
satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam
sistem hukum dagang Indonesia."

Adapun Pasal 1 butir 1 Undang-Undang ﬁo. 1 Tahun 1995,
memberikan definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam UU ini.

Pengertian ini kemudian disempurnakan dalam Pasal 1 Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Pers¢roan Terbatas (selanjutnya akan
disingkat UU PT No. 40 Tahun 2007), dimana definisi Perseroan Terbatas
yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

14 Sri Redjeki Hartono, Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga,, Semarang,

1985, hal 47

151G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, MegaPoin, Blanc, Jakarta, 2003, hal 1
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persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.

C. Anggaran Dasar PT

Anggaran Dasar (selanjutnya disingkat AD) merupakan bagian dari
akta pendirian PT. Sebagai bagian dari akta pendirian, AD memuat aturan
main dalam perseroan, yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-
pihak dalam AD, baik perseroan itu sendiri, Pemegang Saham, Dewan
Komisaris maupun pengurus (Direksi) PT tersebut. Hal ini diperkuat dengan
adanya ketentuan Pasal 18 UUPT No.40 Tahun 2007, yang menyatakan
bahwa perseroan harus mempurnyai maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha yang dicantumkan dalam AD perseroan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

AD merupakan aturan main perseroan, yang tidak hanya mengikat para
pihak yang mengadakannya, tetapi juga pihak ketiga lainnya yang berhubungan
hukum dengan perseroan, termasuk di dalamnya para pemegang saham,
pengurus (Direksi) dan Dewan Komisaris perseroan.*®

Pasal 15 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007, menjetasakan bahwa AD
suatu PT harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Nama dan tempat kedudukan PT;

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

¢. Jangka waktu berdirinya perseroan;

16 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT
RajaGrafindo, Jakarta, Tahun 1999, hal.30
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d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempat dan modal disetor;
e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham
untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham,
dan nilai nominal setiap sahatn;
f. Nama dan jumlah a.nggota‘Direksi, dan Dewan Komisaris;
g. Penectapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota
Direksi dan Dewan Komisaris;
i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.
Selain ketentuan hal-hal yang harus dimuat sebagaimana Pasal 15 ayat
(1) di atas, ayat (2) dan (3) juga menyatakan bahwa AD PT juga dapat
memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dcngafl UU PT. Selain itu, AD
PT tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas sama,
dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak

lain.

D. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia (HAM), maka PT telah sah sebagai badan hukum dan menjadi
dirinya sendiri serta’ dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan
perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.

Sejak sebuah PT berstatus sebagai badan hukum, maka sejak saat itu

hukum memperlakukan Pemegang Saham dan pengurus (Direksi) terpisah dari
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PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah: “separate legal personality” yaitu
sebagai individu yang berdiri se_nditl'i. Dengan demikian pemegang saham
yang tidak mempunyai kepentingép dalam kekayaan PT, juga tidak
bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT."

E. Modal PT ':

UU PT No. 40 Tahun 2007, Pasal 31 menjelaskan bahwa modal dasar
perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Namun, ketentuan ini tidak
berlaku mutlak, karena tidak menutup kemungkinan peaturan Pasar Modal
bisa mengatur modal perseroan yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Sedangkan dalam Pasal 32 dan 34 UUPT No. 40 Tahun 2007,
dikemukan bahwa modal PT terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Modal Dasar (authorized capital/statute capital)

Modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas,
paling sedikit Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah)."®

2. Modal Ditempatkan (subscribed capital/issued capital)

Modal ditempatkan adalah jumlah modal yang telah diambil baik
oleh pendm maupun orang lain-dan karenanya telah terjual - tetapi
harga belum dibayar secara ‘penuh. Modal ditempatkan paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan,

dimana modal ini harus ditempatkan dan disetor penuh.

berbeda dari ketentuari umum ini (UUPT). Dengan kata lain batas minimal modal dasar yang
diatur dalam UUPT merupakan /ex generalis (aturan umum), melatui Jex speclalis (aturan kbusus)
d@ﬂdﬁzﬁukanbamsmmhimdmodaldmyangberbedadmimglmddmmsﬂnum.
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3. Modal Disetor (paid in capital)
Modal disetor adalah moc;al yang telah diambil (baik oleh pendiri
maupun orang lain) dan. harga sahamnya telah disetor ke Kas
perseroan. Dengan kata lain modal disetor adalah modal yang
benar-benar riil ada dallam kas perseroan. Modal disetor ini
berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,
F. Organ Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan,
gunanya adalah untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat
berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari :
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

UU PT No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 4 menjelaskan yang
dimaksud dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang
yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang
ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Beberapa macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur
dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 yaitu: -

a. RUPS biasa (tahunan), yang wajib disclenggarakan sekurang-

kurangnya satu kali dalam tiap tahun buku perseroan.

b. RUPS luar biasa, yang hanya diselenggarakan secara khusus atas

permintaan direksi, komisaris, maupun pemegang sasham yang
mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah

seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan sah oleh perseroan.
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2. Dewan Komisaris

Pasal 1 angka 6 UU PT No. 40 Tahun 2007, memberikan pengertian

- Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melaksanakan

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta

memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan komisaris dipilih dan diberhentikan oleh RUPS dan karenanya

bertanggung jawab kepada RUPS terhadap tugas-tugas yang diberikan.

Pasal 108 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU PT 2007 menegaskan

bahwa:

Q)

@

(3)

@

)

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai
perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada
direksi.

Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih;
Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang
anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris
tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris.

Perseroan  yang keéiatan usahanya berksitan dengan

menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan
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yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau
perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang
anggota Dewan Komisalris.

Fungsi komisaris dalam persercan adalah untuk mengawasi dan
memberikan nasihat kepada direk;i, agar perusahaan tidak melakukan
perbuatan melanggar hukum yang n;emglkan perseroan, shareholders dan
stakeholders. Dalam pelaksanan tugas pengawasan yang dilaksanakan,
Dewan Komisaris dalam suatu perseroan terbatas berpedoman pada beberapa
prinsip yuridis yaitu:'®

1. Pengawasan dilakukan oleh kor‘nisaris,' baik jika diminta oleh
direksi dan atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupun
jika tidak diminta.

2. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelkasanan fugas-tugas
eksekutif, karena pelaksanaan mg:;s-mgas eksekutif perusahaan
merupakan kewenangan direksi.

3. Pengawasan harus dilaksanakan kepada putusan yang sudah
diambil (ex post facto) atau terhadap putusan-putusan yang akan
diambil (preventive basis).

4. Pengawasan bukan hanya sekedar menerima informasi dari
direksi/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melainkan juga
dapat mengambil tindakan-tindakan yang bersifat kolektif.

19 Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Miniritas dalam Rangka Good Corporate
Governance, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 2002.,
hal. 87 ~
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3. Penaawasan tidak Ranva sekedar menvetitil elan ridak memvefil
terhadap tindakan-tinda.l‘mn yang memerlukan persetujuan
komisaris sebagai yang "dperinci dalam anggaran dasar tefapi
pengawasan mencakup semua aspek bisnis dan aspek korporat dari
perusahaan.

Dewan Komisari dalam menj;ilankan fungsi kepengurusannya dapat
menggantikan kedudukan direksi, terutama pada saat perseroan tidak ada
direksi atau jika seluruh anggota direksi perseroan berhalangan, maka
komisaris bertindak menjadi direksi yang mengurus perseroan.

Pasal-pasal dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 yang menjelaskan
mengenai wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. memberhentikan sementara anggota Dewan Direksi dengan

menyebutkan alasannya (Pasal 106 ayat ()

b. mengawasi kebijaksanaan direksi (ialam menjalankan perseroan
dan memberikan nasihat kepada Direksi (Pasal 108 ayat (1) dan
@

c. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan
perbuatan hukum tertentu, selama-sepanjang wewenang tersebut
terdapat dalam anggaran dasar perseroan (Pasal 117 ayat (1));

d. melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu
untuk jangka wakitu tertentu. (Pasal 118).



3. Direksi

Pasal 1 angka 5 UU PT No. I40 Tahun 2007, memberikan pengertian,
Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentigan perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun
di luar pengadilan sesvai dengan Ketentuan anggaran dasar.

Direksi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan direktur-direktur,
yang biasanya terbagi atas beberapa direktur bidang tertentu dan seorang
direktur utama. Hubungan hukum antara masing-masing direktur tersebut
biasanya terdapat dalam tata tertib direksi yang harus mendapatkan
persetujuan RUPS sebab tata tertib direksi ini hakikatnya sebagai pelaksanaan
Pasal 9 ayat (5) dan (6) UU PT yang menyatakan bahwa dalam hal direksi
terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang
pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Direksi ini dipilih dan diberhentikan oleh RUPS dan karenanya segala
tugas pengurusan perseroan harus dipertanggung jawabkan kepada RUPS.
Direksi kedudukannya sebagai eksekutif ldalam perseroan, direksi merupakan
organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan,
mewakili perseroan baik di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan
anggaran dasar, atau dengan kata lain tindakan direksi dibatasi pleh anggaran

dasar perseroan.”’

20 Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, Djsmbatan, Jakarta 1996,
bal. 4 -
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PT melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu Direksi,
schingga tanpa adanya Direksi, P’I‘ itu tidak akan dapat berfungsi.
Ketergantungan antara PT dan Direksi menjadi sebab mengapa antara PT dan
Direksi lahir hubungan fidusia (fiduciary duties) yang dipercaya bertindak dan
menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan.”’

Tanggung jawab direksi pada tiasmya beriringan dengan kebcradaan;
tugas, wewenang, hak, dan kewajiban yang melekat pada dirinya.

Direcksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT No. 40 Tahun
2007 yaitu:

a. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;

b. Mengelola kekayaan perseroan; dan

¢. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Pengaturan pengurusan dan sampai di mana tugas-tugas dari
pengurusan, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar/akta pendirian
tiap-tiap perseroan.

Direksi sebagai salah satu organ perseroan adalah kolegial, seperti
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (5) UU PT, bahwa Direksi adalah organ
perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan dan tujuan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar

pengadilan sesuai ketantuan anggaran dasar. Dinamakan direksi adalah seluruh

21 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance, Kreas! Total Medis,
Yogyakarta, Tahun 2007, hal.36
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direktur, termasuk direktur utama yang diangkat oleh RUPS. Dengan demikian,
secara asas, tanggung jawab direksi adalah kolegial.

Pasal 92 ayat (5) UU PT menyatakan bahwa perseroan yang bidang
usahnya mengarhkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat
pengakuan utang atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2
(dua) orang anggota direksi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa jumlah
direksi pada dasarnya dapat hanya terdiri atas 1 (satu) orang saja, tetapi dalam
bidang usaha tertentu, direksi wajib terdiri lebih atas satu orang, termasuk
apabila perseroan tersebut merupakan badan usaha bidang bank umum.

Ketentuan prinsip presumsi kolegial yang dapat dijadikan dasar hukum
bahwa direksi mempunyai tanggng jawab secara kolegia! adalah UU PT Pasal
1 ayat (5), Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (2), serta Pasal
104 ayat (2). Dengan demikian, jelas bahwa tanggung jawab direksi
sebenamya merupakan tanggung jawab kolegial dalam kepengurusan
perseroan. 2

1. G. Ray Widjaya mengemukakan bahwa tugas dari Direksi adalah
mengurus perseroan. Tugas itu adalah tugas manajemen dan tugas refresentasi
(mewakili perseroan). Tugas ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tugas yaitu tugas
yang berdasarkan kepercayaan (fiduciary duties, trust and confidence), tugas

berdasarkan kecakapan, kehatia-hatian, dan ketekunan (duties of skill, care

Z Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas, Keberdaan, Tugas, Wewenang dan
Tanggung Jawab, Edis Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal, 114-115.
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and diligence), dan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang (statutory
duties)®

G. Jenis-jenis Perseroan Terbatas

Berdasarkan kriteria pembeda tertentu, PT* dapat dibagi menjadi
beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis PT berdasarkan kepemilikannya, dapat dibagi menjadi 3
(tiga) yaitu:
a. PT.Milik Swasta;
b. PT Milik Negara;
c. PT. Campuran, dimana modalnya berasal dari unsur negara dan

swasta.

1. Jenis PT berdasarkan laba kepemilikan, dapat dibagi menjadi 2
(dua) yaitu:
a. PT. Terbuka;
b. PT. Tertutup.

2. Jenis PT berdasarkan jaringan usaha yang dikembangkan, dapat
dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a. PT yang bersifat Nasional (focal);

b. PT yang bersifat Multinasional (Transnasional).

B 1, G. Ray Widjaya, Hukum Perusahaan, Megapolitan, Jakarta, 2000, hal, 220
24 Tyi Budiyono, Hukum Perusahaan, Griya Medis, Salatiga, 2011, hal.2-3
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H. Pembubaran Perseroan Terbatas

f

Pembubaran suatu PT, diatur dalam Pasal 142 — 152 UU PT No. 40

Tahun 2007, yang diantaranya menya{takan:

Pasal 142 ayat (1) menyatakan bahwa pembubaran perseroan terjadi:

a.

b.

|
berdasarkan keputusan RUPS;
i
karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran
dasar telah berakhir;

berdasarkan penetapan pengadilan;

. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan

niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit
perseroan tidak cukup untuk mem|bayar biaya kepailitan;

karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada
dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang; atau

karena dicabutnya izin usaha; Perseroan sehingga sehingga
mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142 ayat (2) menyatakan: Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

a.

wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atan

kurator; dan
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b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali
diperlukan untuk member{eskan semua urusan Perseroan dalam
rangka likuidasi. (

Pasal 1142 ayat (3) menyatakan: Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan
keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran
dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan
pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak
sebagai likuidator.
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BABII

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pr'osedur dan teknik untuk menjawab
permasalahan penelitian, karena itu penggunaan metode penelitian senantiasa

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Untuk membahas permasalahan diperlukan pedoman dalam mempelajari
dan memahami permasalahan guna memperoleh gambaran secara nyata dari hal-
hal yang tercakup dalam penelitian ini, maka digunakan metode penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif terdiri atas:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum,

2. Penelitian terhadap sistematika hukum,

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,

4. Penelitian sejarah hukum,

5. Penelitian perbandingan hukum.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena mengkaji dan
menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas dan norma-norma hukum
berkaitan dengar Tanggung Jawab Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas.
B. Metode Pendekatan -

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) yaitu pendekatan
yang mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang

1’Bambang Sunggono, ed, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta 1997, hal 38



berkaitan dengan Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-
undangan lain yang terkait. Pendekatan perundang-undangan akan
dipakai dalam penelitian untuk menggali dan mengungkapkan
substansi norma-norma hukum tentang prinsip tanggung jawab
Pemegang Saham menurut KUHD, UU No.1 Tahun 1995 dan UU No.
40 Tahun 2007.

2. Pendekatan Konsep (conceptual approach) yaitu sustu pendekatan
dengan memahami unsur-unsur abstrak yang ada dalam alam pikiran.
Pendekatan konsep (conceptual approach) dalam penelitian ini
dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan prinsip
tanggungjawab pribadi pemegang saham pada suatu PT.

C. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum dapat dikualifikasikan menjadi bahan hukum primer,
sekunder dan bahan hukum tersier.?

1. Bahan hukum primer (primary legal resourse) yakni bahan hukum
yang mengikat yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan
yang berkaitan dengan prinsip tanégung jawab pribadi Pemegang
Saham pada hukum positif di Indonesia, yaitu:

a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas;

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar

Perusahaan.

e. dan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan
persoalan yang diteliti.

& o

5. Bahan hukum sekunder (secondary legal resourse) yakni bahan hukum
yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti
buku-buku, hasil penelitian, jumal ilmiah, artike] dan sejenisnya.

3. Bahan hukum tersier (tertiary legal resource) yaitu bahan hukum

|
2 goerjono Sekanto, Pengantar Penelitian..., Op, cit, hal. 52



51

28

yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan selnn.n'nd.‘:rll seperti kamus hukum, ensiklopedia dan
Black’s Law Dictionary.
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan htilkmn dilakukan dengan cara melakukan
penelusuran, pengumpulan dan studi doléhmentasi terhadap bahan hukum primer,
sekunder dan tersier yang dilakukan secara konvensional maupun melalui
teknologi informasi (Internet, CD-Rom).
E. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum
Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya dianalisis sebagaimana
lazimnya penelitian hukum, yaitu melalui proses penalaran hukum (legal
reasoning) yang logis, sistemik dan runtut dengan mengabstraksikan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan tanggung jawab
pribadi Pemegang Saham menurut hukum posistif di Indonesia sebelum dan
sesudah berlakunya UUPT No. 40 tahun 2007. Metode analisis yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dalam optik
preskreptif“ dengan penalaran deduktif-induktif untuk menghasilkan proposisi

atau konsep sebagai jawaban permasalahan atau hasil/temuan penelitian.

21 B_ Arief Sidharta, Refleksi tentang Hukwm, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori
Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 218. {
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BABIV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

{
A. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) menurut

hukum positif di Indonesia. !

1. Pengertian dan Kedudukan RU!‘?S dalam Perseroan Terbatas (PT)

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS)
adalah alat perlengkapan perseroan, yang merupakan kekuasaan yang
tertinggi®® dalam perseroan, yang melaksanakan pimpinan tertinggi atas
perusahaan.?® Pasal 1 butir 4 UU PT No.40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ
perseroan yang mempunyai wewenang yan:g tidak diberikan kepada Direksi
atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini
dan/atau Anggaran Dasar. Namun wewenang y!mg diberikan Undang-Undang
kepada RUPS tidak berarti RUPS dapat melakukan tugas dan wewenang yang
diberikan Undang-Undang kepada Direksi dan Komisaris.

Dari pengertian Pasal 1 butir 4 UU PT No. 40 Tahun 2007, dapat
disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:*°
a. organ ini berupa rapat. hal yang harus dicermati adalah forum rapat

berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi, sekalipun seseorang

misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individu tidak

28 ¥ ekuasaan tertinggi merupakan istilah yang digunakan pada UUPT Tahun 1995..

2 1 M.Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk
Perusahaan, Cet. 10, Percetakan Intan Sejati Klaten, Jakarta 2005, him 130.

30 Trj Budiyono, Hukum Perusahaan, Telagh Yuridis terhadap UU No. 40 Takun 2007
tentang Perseroan Terbaias, Gtia Media, Salatiga, 2011, hal. 148-149
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memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi
baru muncul apabila diselengéarakan rapat dan rapat tersebut harus
memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UU PT;
Kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah
kewenangan yang tersisa berdasz;.‘rkan teori residual. kewenangan ini pada
dasarnya lahir dari status kepeinilikan perseroan yang ada di tangan
pemegang saham. pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan.
Secara teoritis, sebagai pemilik i2 memegang hak untuk melakukan
tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya;

kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagaian) dapat
didelegasikan kepada organ yang lz}in, yaitu Direksi dan Dewan
Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang didelegasikan dapat diatur
dalam UU PT dan/atau Anggaran Dasa.r PT atau melalui keputusan RUPS.
Kewenangan yang didelegasikan  sejatinya apa yang bersifat
sementaradan ada yang bersifat tetap. Kewenangan pendelegasian yang
bersifat tetap misalnya Kepengurusan perusahaan (secara umum) dan
fungsi refresentasi (mewakili pen;sahaan di dalam maupun di luar
pengadilan). Sedangkan pendelegasian yang bersifat sementara sewaktu-
waktu dapat dicabut.

Hal ini senada dengan yang pendapat Munir Fuady, bahwa secara

prinsip yang merupakan organ perusahaan bukan pefnegang sahamnya, tetapi
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Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.*! Sebab dalam banyak hal (walaupun
tidak selamanya), pemegang saham:hanya dapat bertindak lewat mekanisme
RUPS, hanya dalam beberapa hal saja pemegang saham dapat bertindak lewat
mekanisme RUPS, schingga dalam hal ini, pihak pemegang saham (bukan
Rapat Umum Pemegang Saham) ! juga telah cenderung menjadi organ
perusahaan yang keempat di sa:npiné~Direktur, Dewan Komisaris, dan Rapat
Umum Pemegang Saham. Sebagai organ perseroan yang paling tinggi dan
berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan, RUPS memiliki segala
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT.
RUPS mempunyai hak untuk memperolel; segala macam keterangan yang
diperlukan yang berkaitan dengan kepenﬁngan dan jalannya perseroan,
Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat
diserahkan kepada organ lain

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat
memiiiki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-
perorangan, dengan pengecualian hal-hgl j(a.ng bersifat pribadi, yang hanya
mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan yang dalam hubungan tertentu
dengan PT. Pemegang saham yang tergabung dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) merupakan organ dari suatu perseroan terbatas sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007
bahwa organ perseroan tendiri dari Rapat Umum Pemegang Ssham (RUPS),

Direksi dan Dewan Komisaris.

him 43

31 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung , 2002,



Penempatan RUPS sebagai organ perseroan yang utama tidak terlepas
dari esensi pendirian suatu PT itu séndiri. Berdasarkan Pasal 1 UUPT tampak
jelas bahwa PT merupakan persekutuan modal dari para pendiri PT. Sebagai
pendiri PT dan sekaligus Pemegang Saham PT yang telah memberikan
kontribusi modal awal (initial capi:tal) untuk menjalankan kegiatan usaha,
sudah seyogyanya setiap keputusan :}'ang menyangkut tujuan awal (original
objective) para pendiri dalam mendirikan PT berada di tangan mereka melalui
lembaga RUPS. Alasan lain penempatan pemegang saham pada unsur utama
adalah organ PT lainnya yaitu Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan
diberhentikan oleh RUPS. |

UU PT No. 40 tahun 2007, pada Pasal 1 ayat (4) menjelaskan
mengenai gambaran kedudukan RUPS d;lam sebuah perseroan terbatas
sebagai berikut: ‘

“Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ
perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-
undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Dari pengertian Pasal 1 ayat (4) ini, tampak jelas bahwa melalui RUPS
tersebu.tlah para pemegang saham sebagai pemilik (eigenaar, owner) perseroan

melakukan kontrol tethadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun
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terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen

{
perseroan.’ ‘

Secara umum, menurut Pasal 1 angka 4, RUPS sebagai organ
perseroan, mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris, namun dalam bat;_s yang ditentukan dalam Undang-Undang
ini dan/atau Anggaran Dasar (AD) P’i‘ Kemudian kewenangan RUPS tersebut,
dikemukakan ulang lagi pada Pasal «‘-‘75 ayat (1) yang berbunyi: RUPS
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris dalam batas yang ditentukan dglam Undang-Undang ini dan/atau
Anggaran Dasar.

RUPS sering disebut sebagai organ‘:teninggi datam perseroan. Namun,
pada dasarnya ketiga organ perseroan PT (RUPS, Direksi dan Dewan
Komisaris) memiliki kedudukan yang sejajar dan berdampingan sesuai dengan
pemisahan kewenangan (Separation of power) yang diatur dalam Undang-
Undang dan Anggaran Dasar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS
lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ
mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab
yang mereka miliki.

Ketentuan UU PT No. 40 Tahun 2007, berbeda dengan ketentuan UU
No. 1 Tahun 1995, dimana dalam UU PT I;Io. 1 Tahun 1995 dijelaskan RUPS
adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan

yang memegang segala wewenang yang fidak diserahkan kepada direksi dan

32 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.
306



komisaris. Sedangkan dalam UU PT No. 40 Tahun 2007, ketentuan mengenai
RUPS sebagai kekuasaan tertingéi- dalam perseroan terbatas dihilangkan
sehingga kedudukan RUPS adalah sama sebagai organ perseroan (PT) yang
lain yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Kewenangan RUPS menurut U(I?dang-Undang PT.

Rapat Umum Pemegang sahta.m (RUPS) memegang wewenang yang
tidak diberikan kepada Direksi dan/ata\u dewan komisaris dalam batas yang
ditentukan dalam UU PT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. ketentuan ini
sejatinya memberikan penegasan bahwa sumber kewenangan RUPS berasal
dari UU dan perjanjian yang dibuat oleh (seluruh) Pemegang saham dalam
format Anggaran Dasar. i';

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak untuk memperolch
segala keterangan mengenai perusahaan dari Direksi danfatau Dewan
Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak
bertentangan dengan kepentingan perseroan,’

Secara umum, kewenangan dari }{UPS menurut UU PT No. 40 Tahun
2007 adalah sebagaimana terdapat dalaml pasal-pasal sebagai berikut:”>

1) menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk
kepentingan perseroan yang belum didirikan sehingga perbuatan
hukum calon pendiri tersebut mengikat perseroan setelah perseroan

menjadi badan hukum (Pasal 13 ayat (1) UU PT);

3 Cornelius Simanjuntak, Organ Perseroan Terbari‘as, PT. Sinar Grafika, Jakaria, 2009,
hal. 4-6



2)

3)

4)

3)

6)

8)

9

( 35
y {

menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan pendiri setelah pendirian
PT namun sebelum PT meniperoleh status badan hukum (Pasal 14 UU
PT); '
menyetujui usulan perubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 19-28
UU PT); :
menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak
(Pasal 34 ayat (3) UU PT); {
menyetujui hak tagih pemegz‘mg saham atau kreditor terhadap
perseroan sebagai kompensasi penyetoran saham dalam permodalan
perseroan (Pasal 35 UU PT);
menyetujui maksud perseroan :mtuk membeli kembali saham
(buyback) yang telah dikeluarkan (Pa;sal 38 UUPT);
menyerahkan kewenangan untuk memt!erikan- persetujuan atas maksud
perseroan untuk membeli saham (b::yback) yang telah dikeluarkan
kepada dewan komisaris (Pasal 39 qU PT);
menyetujui penambahan modal perseroan yaitu modal dasar, modal
ditempatkan dan modal disetor (Pasal 41 ayat (1) UU PT);
menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan pelaksanaan
keputusan RUPS tentang penambahan modal perseroan kepada dewan

komisaris (Pasal 41 ayat (2) UU PT);

10) menyetujui pengurangan modal perseroan, yaitu modal dasar, modal

ditempatkan dan modal disetor (Pasal 44 UU PT);

—
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; 11) menyetujui pemindahan hal:c atas saham apabila disyaratkan oleh
anggaran dasar perseroan (Pz{asal 57 ayat (1) huruf b UU PT);
12) meqyetujui rencana Kerja tahunan yang disusun direksi apabila
disyaratkan oleh anggaran dasar perseroan (Pasal 64 ayat (2) dan (3)
UU PT); k
13)menolak untuk mengesahkan laporan keuangan perseroan yang
termasuk dalam kualifikasi perseroan yang bergerak di bidang
pengerahan dana masyarakat atau perseroan yang mengeluarkan surat
pengakuan utang atau perscroan yang merupakan perseroan terbuka
atau perseroan merupakan persefo atau perseroan yang mempunyai
aset dan/atau  jumlah peredaran usaha paling  sedikit
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupieh) atau perseroan yang
. laporan keuangannya wajib diaudit akuntan publik sebagaimana
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mana direksi
perseroan tersebut ternyata tidak 'menyerahkan laporan keuangan
perseroan tersebut kepada akuntan publik untuk diaudit (Pasal 68 ayat
(1) dan ) UU PT);
14) menyetujui laporan tahunan perseroan dan mengesahkan perhitungan
tahunan perseroan (Pasal 69 ayat (1) UU PT);
15)menyetujui penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah
penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UU PT);
16) mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasnkkan ke

dalam cadangan khusus (Pasal 73 ayat (g) UUPT);
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17)menyefujui penggabungan (merger), peleburan, pengambilalihan atau
pemisahan, pengajuan perm(ohonan agar perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu ;,berdirinya dan pembubaran perseroan
(Pasal 89 ayat (1) UU PT);

18) mengangkat anggota direksi (Pasal 92 ayat (5) UU PT);

19) mengangkat anggota direksi ‘(Pa.sal 94 ayat (1) UU PT) dan anggota
dewan komisaris (Pasal 111 ayat (1) UU PT);

20) memberhentikan anggota direkst (Pasal 94 ayat (5) juncto Pasal 105
ayat (1) UU PT) dan anggota dewan komisaris (Pasal 115 ayat (5) dan

Pasal 119 UU PT);

!
!

21) menetapkan besaran gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96 ayat
(1) UU PT) dan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan anggota
komisaris (Pasal 113 UU PT);

22) menetapkan pembatasan atau persyaratan kewenangan direksi (Pasal
98 ayat (3) UU PT); '

23) menunjuk pihak di Juar anggota dll‘BkSl dan dewan komisaris perseroan
untuk mewakili perseroan dalam hal terdapat seluruh anggota direksi
dan dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan (conflict of
interest) dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huuf ¢ UU PT);

24) menyetujui maksud direksi untuk mengalihkan kekayaan atau
menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih perseroan (Pasal

102 ayat (1) UU PT);
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25)menyetujui atau menolak rencana/maksud direksi untuk mengajukan
permohonan pailit atas perséroan (Pasal 104 ayat (1) UU PT);

26)mencabut atau menguatkan keputusan dewan komisaris yang
memberhentikan sementara anggota direksi (Pasal 106 ayat (6) UU
PT); |

27)meminta laporan dewan komisaris tentang tugas pengawasan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang baru Jampau (Pasal 116 huruf
¢ UU PT);

28) memberikan kewenangan kepada dewan komisaris untuk melakukan
tindakan pengurusan perseroan apabile dircksi tidak ada atau apabila
seluruh anggota direksi mempun'yai benturan kepentingan dengan
perseroan (Pasal 118 ayat (1) UU PT);

29) mengangkat komisaris independen (Pasal 120 ayat (2) UU PT);

30)menyetujui rancangan penggabungan yang disusun direksi dan
sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Komisaris perseroan
(Pasal 123 ayat (3) UU PT);

31) menyetujui pengambilalihan (Pasal 125 ayat (4) juncto Pasal 126 ayat
(2) dan Pasal 127 ayat (1) UU PT) dan rancangan pengambilalihan
(Pasal 128 ayat (1) UU PT);

32) menyetujui pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UU PT);

33) menunjuk likuidator (Pasal 142 ayat (3) juncto Pasal 145 ayat (2) UU

PT);



34)menyetujui laporan pertanggungjawaban likuidator atas li'kuiditas
perseroan yang dilakukannyz(a (Pasal 152 ayat (1) UU PT).
3. Tanggung jawab Pemegang Saham PT menurut hukum positif di
Indonesia .

Dalam hal perseroan terbata;, dimana pendiri atau pemegang saham
seringkali tidak menjadi pengurus ata“u pengelola dari perseroan terbatas yang
didirikan, maka pendiri atau pemegang saham memerlukan jaminan dan
kepastian bahwa harta kekayaan merel;a pribadi tidak akan diganggu gugat
sehubungan dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan atau dilaksanakan
oleh perseroan terbatas tersebut. Dalam konteks yang demikian
pertanggungjawaban terbatas pendiri atau \lpemegang saham menjadi penting
artinya. Pendiri atau pemegang saham hanyz; akan menanggung kerugian yang
tidak lebih dari bagian penyertaan yang telah disetujuinya untuk diambil
bagian, guna penyelenggaraan dan pengelo!aan jalannya perseroan dengan
baik. /

Sebagai bagian dari upaya untukftctap mempertahankan konsep bahwa
pendiri atau pemegang saham tetap dapat melakukan monitoring atau
pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan perseroan, kepada para pendiri atau pemegang
saham ini kemudian diberikanlah saham-saham yang merefleksikan sampai
seberpa jauh pemegang saham tersebut dapat melakukan monitoring atau
pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan sesuai

dengan maksud dan tujuan perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
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Makin besar jumlah ssham yang dimiliki, makin besar kewenangan yang
dimilikinya dalam Rapat Umum I"femegang Saham. Keberadaan saham ini,
yang merupakan benda yang dapat &iperdagangkan, memberikan keuntungan
lain bagi pemegang saham. Dengan batasan saham, setiap pemegang saham
dapat menentukan derajat risiko "terkait dengan fungsi monitoring atau
pengawasan atau bahkan penentuafi kebijakan pengurusan perseroan yang
dapat dilakukannya sesuai dengan Iéa!sud dan tujuan perseroan. Saham
merupakan benda yang dapt diperjualbelikan dengan mudah, dengan
memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Setiap pemegang saham yangl, merasa investasinya pada suatu
perusahaan dengan bentuk perseroan terbat%s sudah tidak relevan lagi dengan
kegiatan utamanya dapat dengan mudah nﬁ:mperoleh kembali investasinya,
yaitu dengan menjual saham tersebut. Demikian juga Kiranya pihak-pihak
yang tertarik untuk berinvestasi pgda suatu Pidang usaha, tidak hanya dapat
mendirikan usaha dari awal, melainkan juga dapat membeli saham dari
pemegang saham yang sudah ada, atal‘ll-meminta diterbitkannya saham baru
atas nama dirinya memalui mekanisme yang telah ditentukan, yang
selanjutaya menjadi pemegang saham baru.

Apabila status suatu PT sudah ditetapkan sebagai badan hukum oleh
Menteri Hukum dan HAM, maka sejstk saat ito hukum memberlakukan
pemilik atau pemegang saham terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan

istilah “separate legal personality” yaitu sebagai individu yang berdiri sendm

3 Gunawan Wijaya, Risiko Hukum Sebagai Dn'ek.ri Komisaris & Pemegang Saham,

Penerbit Forum Sahabat, 2008, Hal. 18-22



Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PT No.40 Tahun 2007,
dengan demikian, pemegang sahg\m tidak mempunyai kepentingan dalam
kekayaan PT, schingga pemegané saham tidak bertanggungjawab secara
pribadi atas perbuatan hukum yang Qilakukan atas nama PT tersebut.

Suatu perusahaan | mempunyai personalitas atan
kepribadian “corporate personality” ‘berbeda dari orang yang menciptakannya,
meskipun orang yang menjalankan peliusahaan tersebut atau pemegang saham
terus berganti, perusahaan tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya
pergantian para anggota pengurus atau pemegang sahamnya. PT merupakan
badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam Anggaran Dasar
(AD). Kekayaan perusahaan terpisah ‘\dari kekayaan pribadi pemilik
perusahaan sehingga memiliki harta keka).raan sendiri. Setiap orang dapat
memiliki lebih dari satu saham yang menjaf]i bukti pemilikan perusahaan.
Pemilik saham mempunyai tanggung jawal? yang terbatas, yaitu sebanyak
saham yang dimiliki. Apabila utang 'perusahaan melebihi kekayaan
perusahaan, maka kelebihan utang tersel!mt tidak menjadi tanggung jawab para
pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka
keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen
yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperpleh
perseroan terbatas. '

Hukum perseroan seperti yang dirumuskan pada Pasal 3 ayat (1) UU

PT No.40 Tahun 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah

A
]

———— T
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antara perseroan dengan pemegang s;ham untuk melindungi pemegang saham
dari segala tindakan, perbuatan dan(kegiatan perseroan berupa:*®
a. tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan, bukan tindakan pemegang
saham,
b. kewajiban dan tanggung :iawab perseroan bukan kewajiban dan
tangung jawab pemegang salfam

Jika demikian halnya, pers?:roan sebagai badan hokum, adalah

makhluk hukum (a creature of the law) yang memiliki hal-hal berikut:

1) kekuasaan (power) dan kapasitas yang dimilikinya karena
diberikan hokum kepadanya, d?n berwenang berbuat dan bertindak
sesuai dengan kewenangan yan% diberikan, dalam Anggaran Dasar
(AD)

2) mempunyai kekuasaan diatur secara tegas (express power) seperti
untuk memiliki kekayaan, menl_ggugat, dan digugat tas nama
perseroan;

3) tetapi ada juga kekuasaan ’yang bersifat (implicit power) yakni
berwenang melakukan apa ;;aja, asal dilakukan secara reasonable
dan penting (reasonably necessary) untuk perseroan, . seperti
menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan vang, memberi

sumbangan, dan sebagainya

3 Philip J Scalatta JR, Foundation of Gusiness Law, BIP, Irwin, Second Edition, 1950,
hal. 820 '

*.
{

————



( 43

Tindakan yang jatuh di lug!r kekuasaan yang disebut dengan tegas
(express power) maupun kekugsaan implisit (implicit power), dapat
dikategorikan ultra virus yang berarti berada di luar kegiatan dan di luar
wewenang (unauthorized activities). Menurut ketentuan hukum perusahaan
terjadi pemisahan (separate) dan pe'rbedaan (distinct) antara perseroan dengan
pemilik atau pemegang saham? Pemisahan dan perbedaan tetjadi, terhitung
sejak perseroan mendapat keputusan ,:\pengesahan dari Menteri Hukum dan
HAM (Men HUKUM & HAM) yang ciigariskan Pasal 9 ayat (1) UU PT No.
40 Tahun 2007:

a. sejak tanggal pengesahan tersebut,‘ perseroan terpisah (separate) dari
pemegang saham, pendiri dan peng:{rusdan,

b. juga sejak saat itu perseroan berbeda. (distinct) dari person hukum yang
lain

Sejak saat itu, perseroan membuatf. kontrak atau transaksi sendiri,
membayar pajak sendiri, dan meminta periindungan sendiri dari pengadilan
atau aparat penegak hukum lain. /

Sutan Remy Sjahdeni®® mengemukakan perseroan merupakan legal
entity yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham PT. Oleh sebab itu,
perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa
dari para pemegang saham tetapi bertiindak untuk dan atas nama dirinya
sendiri. Para pemegang saham bukan merupakan para pihak dari perjanjian

yang dibuat oleh PT dengan pihak lain. Oleh karena itu, pemegang saham juga

36 Sutan Remy Sjahdeni, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, Jurnal Hukum

Bisnis, Volume 14, 1995, hal. 108 !
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tidak berhak memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya yang
ditentukan dalam perjanjian itu. Seb{agai konsekuensinya, pihak ketiga tidak
dapat menagih dan menggugat PT atas kewajiban hukum dari pemegang
saham perseroan itu. Sebaliknya, ia juga tidak berhak menagih pihak ketiga
atas kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemegang saham perseroan itu.
Dengan demikian, maka antara pemegang saham dan PT merupakan pihak
yang terpisah. Para pemegang saham tidak bisa dituntut untuk melunasi
hutang-hutang perseroan, walaupun dirinya adalah pemiliknya. Hal ini
disebabkan para pemegang szham sudah mengadakan perjanjian yang isinya
masing-masing pihak telah memisahkan atau melepaskan sebagian harta
ekayaan milik pribadinya menjadi harta kekayaan perseroan terbatas yang
dipisahkan dari harta kekayaan pribadilnya., schingga tanggungjawab
pemegang saham hanya terbatas pada harta kekeyaan milik pribadinya yang
telah dimasukkan ada PT.

Dari sudut sifat perseroan (corporate nature), dia merupakan person
yang tidak terlihat, tidak teraba, dan artificial (invisible intangible and
artificial person). Namun demikian, hukum atau undang-undang memb_erikan
kepadanya untuk menikmati semua hak yang dapat dimiliki dan dinikmati
manusia atau person alamiah (matural person). Perseroan memiliki

kebangsaan, tempat kedududkan diperlakukan dan dilindungi dengan cara



, e
yang sama sesuai dengan proses yang dibenarkan hukum (due process of

o

law).” (

Sifat perseroan (corporate nature) merupakan perorangan atau person
yang tidak terlihat, tidak teraba atau abstrak dan artificial. Namun demikian,
perseroan menikmati semua hak yang" dimiliki perseorangan (natural person).
Pada dasamya, pemegang saham (sh&mholder, stockholder, proprietor) dari
perseroan: ** /

a. pemegang saham diberi sertiﬁk:;t'-_saham sebagai bukti, bahwa yang
bersangkutan adalah pemilik sebagi;m (own a portion) dari perseroan
tersebut, (

c. akan tetapi, oleh karena perseroan “'{nerupakan wujud yang terpisah

(separate antity) dari pemegang saham sebagai pemilik, maka

p : pemegang saham tidak boleh menuntut asset perscroan,
d. kekayaan perseroan tetap milik perserl'oan, sehingga pemegang saham
tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan Perseroan kepada

irinya maupun kepada orang ]ain.f.r

Saham yang dimiliki pemegang saham sebagai bukti kepemilikannya
atas mb@m perseroan, pada umumnya hanya memberi hak kepada pemegang
saham untuk mengeluarkan suara datam RUPS, menerima deviden, menerima

persentase asset perseroan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham

37 yohya Harabap, Separate Entity, Limited Liability, dan Plercing The Corporate Veil,
Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 26 No. 3 Tahun 2007, hal. 44 ‘
3 Daniel V. Davidson cs, Comprehensive Business Law, Principle and Cases, Kent
N Publishing Company, Boston Massachusetts, Second Edition, 1987,
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yang dimiliki, apabila perseroan dilil_cuidasi. Selanjutnya, pemegang saham

sebagai pemilik, hanya mempunygi hak kontrol tidak langsung atas
operasional sehari-hari perseroan dan atas segala kebijaksanaan Direksi. Akan
tetapi pemegang saham tidak memil;ul tanggung jawab atas pelaksanaan
fungsi Direksi. Dan memang semakin banyak saham yang dimiliki seorang
pemegang saham, semakin besar kekuasaan kontrol yang dapat dilakukannya.
Selain hal-hal yang dijelaskan c|ii atas, salah satu keuntungan yang
paling besar diperoleh dan dinikmati. ‘(enjoy) pemegang saham, adalah
tanggung jawab terbatas (Jimited liability). Keuntungan ini, diberikan undang-
undang kepadanya, sebagaimana yang ditegz‘iskan Pasal 3 ayat (1) UU PT No.

\

Meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik (eigenar,

40 Tahun 2007.

owner) dari perseroan, namun hukum perseroan (corporate law) melalui Pasal
3 ayat (1) UU PT 2007, membatasi tanggung ja'wabnya dengan acuan:
a. pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi
_ (personal liability) atas perikata? yang dibuat atas nama perseroan
maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
b. risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya
atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan;
c. dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung

jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan.

Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU PT

2007, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas
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seluruh saham yang dimilikirllya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.
Prinsip separate entity dan corporaté' entity yang melahirkan tanggung jawab
terbatas (limited liability) pemegang saham, menimbulkan beberapa
konsekuensi antara lain:®
a. peseroan sebagai bahan hukum merupakan unit hukum (fegal unit)
dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham
untuk menguasai kekayaan (property), membuat kontrak, menggugat
dan digugat, melanjutkan hidup dan eksistensi meskipun pemegang
saham berubahan Direksi diberhentikan atau diganti;
b. harta kekayaan, hak dan kepentingan, serta tanggung jawab perseroan
terpisah dari pmegang saham; ' i
c. selanjutnya pemegang saham menurut hokum sesuai dengan ketentuan
Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007, mempunyai imunitas (fmmunity) dari
kewajiban dan tanggung jawa:b perseroan, karena antara pemegang
saham dengan perseroan terdapat perbedaan (distinction) dan

pemisahan (separation) personalitas hukum (Jegal personality)

Di dalam ilmu hukum dikenal doktrin “keterbatasan tanggungjawab”
dari suatu badan hukum. Maksudnya adalah bahwa secara prinsipil setiap
perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum hanya badan hukum itu
sendiri yang bertanggungiawab. Para  pemegang saham  tidak

bertanggungjawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkannya. Hal

¥ Ibid
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tersebut berarti bahwa harta kekayaan ‘;i)ribadi para pemegang saham tidak ikut
dipertanggungjawabkan sebagai tang(gungan perikatan yang dilakukan oleh
badan hukum yang bersangkutan. \

Pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dengan pemegang saham
dimaksudkan agar antara Kepentingan perseroan dengan pemegang saham
tidak menjadi satu. Harta kekayaan pe;'seroan dimaksudkan sebagai suatu alat
untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran
dasar PT yang bersangkutan. Apabila antara harta kekayaan PT dengan harta
kekayaan pemegang saham menjadi satlu, maka konsekuensinya adalah
pemegang saham akan bertanggung jawab s:ecara pribadi terhadap perbuatan-
perbuatan hukum yang dilakukan atas nama FT.

Dengan adanya pemisahan harta ‘kekayaan tersebut, maka para
pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang
dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak ?enangglmawab atas kerugian
badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya. Prinsip ini
dalam perseroan dinamakan dengan the ?actn'ne of separate legal personality
of a company atau prinsiple of the compc;rg: ’s separate legal personality yang
disingkat dengan sebutan doctine of separate corporate personality.”’

Harta kekayaan pada PT tersebut merupakan penggabungan modal
oleh pendiri atau persero itu, yaitu berupa pengambilan saham pada saat PT
didirikan. Oleh karena itu, dalam suatu PT yang ditonjolkan adalah asosiasi

modal bukan asosiasi orang, schingga hal ini menimbulkan

)

 Gutan Remy Sjahdeni, Op.cit, hal. 108
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pertanggungjawaban yang terbatas da}l para pemodal sebatas pada besarnya
saham (modal) yang disetorkan pada{rPT tersebut. Berbeda dengan Firma atau
Pemkuﬁm Perdata yang merupakain asosiasi orang yang tidak mengenal
pembatasan tanggung jawab. Hal m1 scbagaimana termuat dalam Pasal 1
angka 1 UU PT No. 40 Tahun 2007, PT adalah badan hukum yang
merupakan persekutnan modaI:" didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan y&;ng ditetapkan dalam UU ini serta
peraturan pelaksannya. ‘

Tujuan utama yang ingin dicapai pr‘insip limited liability adalah untuk
menjadikan perseroan sebagai kendaraan“yang menarik menanam modal
(attractive investment vehicle), sebab melall.li prinsip separate entity hukum
memberi tembok dan tabir perlindungan kepada pemegang saham yang tidak
- berdosa (innocence shareholder) telepas dan terbebas dari tuntutan pihak ketga
yang timbul dari kontrak atau_transaksi yang dilakukan perseroan. Dengan
demikian, melaluiperisai atau tabir f,Iirm'ned liability, bertujuan untuk
membudayakan investor pasif, yaitu para pemegang saham menaruh sejumlah
uang dalam bisnis yang dikelola perseroan tanpa memikul risiko yang dapat
menjangkau harta pribadinya. (‘

Selain UU tentang Perseroan Terbatas, dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) juga di,ielaska;l"mengenai tanggungjawab terbatas

pemegang saham yaitu Pasal 40 ayat (2) KUHD yang berbunyi: “persero-
(



o
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pesero atau pemegang-pemegang sa{zlam atau sero tidak bertanggumgjawab
lebih pada jumlah penuh dari saham-saham it”

Pasal 40 KUHD ini menunjuklkan adanya pembatasan tanggung jawab
terhadap para pemegang saham. Ini Peram segala risko kerugian sepenuhnya
dibebankan kepada kumpulan modal s?ang berasal dari pendiri dan atau orang-
orang pemegang saham yang dipil‘sahkan dari harta kekayaannya dan
merupakan kekayaan PT bukan kepada\ harta kekayaan pemegang sahamnya.
Pasal 40 KUHD ini dipertgeas kembali— dalam Pasal 3 UU PT No. 1 tahun
1995 maupun UU PT No. 40-tahun 2007. Plasal 3 UU PT tahun 1995 berbunyi:
“pemegang saham tidak bertanggungjawab i:~;ecar::| pribadi atas perikatan yang
dibuat atas nama PT dan tidak bertangguné iiawab atas kerugian PT melebihi
nilai saham yang diambilnya”. Sedangkan Paszlil 3 ayat (1) UU PT tahun 2007
berbunyi: “pemegang saham tidak benangg;Jpgiawab secara pribadi atas
petikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas
kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Dengan demikian, maka PT mempunyai harta kekayaan sendiri yang
!

. terpisah dari harta kekayaan perserony;, dan didapat dari pemasukan para

pesero (pemegang saham) yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan
dan modal yang disetor penuh. Harta Kekaysan ini sengaja diadsken dan
diperlukan sebagai alat untvk mengejarlmjuan perseroan dalam hubungan
hukumnya di masyarakat, misalnya ds:lam rangka membuat petjanjian-
perjanjian dengan pihak ketiga. Harta kekayaan ini menjadi jaminan perikatan

t - []
yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Dengan demikian,



apabila dikemudian hari timbul mnggflngiawab hukum yang harus dipenuhi
oleh suatu PT, maka peﬂanggunaw‘vabannya semata-mata dibebankan pada
harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut. Oleh karenanya, secara hukum
PT mempunyai pertanggunawaba{l sendiri, walapun harta kekayaan itu
berasal dari para pesero atau pemegahg saham, harta itu terpisah sama sekali
dengan harta kekayaan masing—masinglpesero atau pemegang saham.
.
TANGGUNG JAWAB PRIBADI PEMEGANG SAHAM TERHADAP
KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS.
1. Tanggung Jawab Pendiri (Pemega‘lrlg Saham) Sebelum Perseroan
Disahkan Menurut KUHD |

Pasal II Aturan Peralihan Undang U.\n‘dang Dasar (UUD) NRI 1945,
memberikan kemungkinan semua Undang-U;xdang dan peraturan-peraturan
yang berlaku pada zaman Hindia Belanda tetap dipergunakan setelah
Indonesia Merdeka, selama belum ada Undang-Undang dan peraturan-
peraturan nasional yang mengaturnya. Oleh karenanya, Perseroan Terbatas
masih tetap diatur dalam Wetboek van Itgoophandel (W.vK) Staatblad 1947 :
23) yang mulai diberlakukan sejak 1 Mei 1848. Dalam W.v.K, Perseroan
Terbatas diatur dalam Buku Kesatu, Bab III, Bagian Ketiga mulai Pasal 36
sampai dengan Pasal 56. (

Dari keseluruhan pasal tersebut, temyata secara eksplisit tidak sda
pasal yang mengatur tentang tanggung jawab hukum bagi pendiri Perseroan

Terbatas yang perseroan tersebut belum mem(peroleh pengesahan menteri.
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sebagai berikut:

( 52

{

Namun, terdapat 4 (empat) pasal yéng mengatur tentang bagaimana hal
{
pengesahan perseroan terbatas dan persyaratan-persyaratan yang harus

dipenuhi agar pengesahan terscbut dapat diakui. Pasal-pasal tersebut adalah
“I -

(

a. Pasal 36 KUHD yang pada intinya mengatur tentang keharusan

pengesahan atas akta H"peno:liria.n perseroan terbatas dan
perubahannya oleh Menteri E\Cehakiman;

Pasal 37 KUHD yang pada intinya mengatur tentang pemberian,
penolakan, serta syarat-syarat, pemberian pengesahan perseroan
terbatas oleh Menteri Kehakima:}; .

Pasal 50 KUHD yang pada inl‘tinya mengatur Persyaratan bagi
pendiri perseroan untuk me\ﬁ{lkili sebagaian dari modal
persekutuan, dan modal tersebut su-dah harus ditempatkansebelum
perseroan disyahkan., )

Pasal 51 KUHD yang pada intin;a mengatur tentang persyaratan
harus disetornya modal das?r yang telah ditempatkan sebelum

peréeroan disahkan. c

Selengkapnya mengenai bunyi pasal-f)asal yang dimaksud tersebut adalah
sebagai berikut: L

Pasal 36 KUHD (

1) Perseroan terbatas tak mempunyai‘ sesuatu firma, dan tek memakai

nama salah seorang atau lebih dari para perseronya namun

P
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b

lJ
diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-

mata, (

2) Sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta
|

pendiriannya atau naskah darz akta tersebut harus disampaikan terlebih

dahulu  kepada Menteri \ Kehakiman, untuk mendapatkan
{

+

pengesahannya.
3) Untuk tiap-tiap perubahan daqlam syarat-syarat pendiriannya, dan
N,

dalam hal perpanjangan waktu, harus diperolch pengesahan yang

G
l

1) Jika perseroan ini tidak berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau
4

dengan ketertiban umum, dan untuk se&ainnyapun tiada keberatan yang

sama.

Pasal 37 KUHD

penting terhadap pendiriannya, sedangkan akta pendiriannya pula tak
memuat ketentuan-ketentuan yang bersalahan dengan segala apa yang
teratur dalam Pasal 38 sampai dené:m Pasal 55, maka pengesahan
harus diberikan. P

2) Dalam hal pengesahan itu ditg()lak, maka alasan penolakan harus
diberitahukan kepada para pé&iohon untuk diketahuinya, kecuali
kiranya pemberitaan yang demnklan itu tidak baik ditimbangnya.

3) Jika ada lasan untuk itu, pengefahan tadi bisa digantungkan pada
syarat, bahwa perseroan itn harus sanggup dibubarkan, manakala
pembubaran oleh Menteri Kehakiman perlu ditimbangkannya demi

kepentingan umum. (

T
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4) Apabila pengsah'an itu diberi‘l"can dengan tak bersyarat, maka atas
kekuasaan umumpun, tak boiehlah perseroan dibubarkan, melainkan
setelah oleh Mahkamah Agung, yang dalam urusan ini harus didengar,
dinyatakannya, bahwa para {)engurusnya telah lalai memenuhi akan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pendirian tersebut dalam akta
perseroan. k

Pasal 50 KUHD (\

1) Pengesahan terscbut dalam Pasal 36 tak akan diberikan,
melainkan apabila ternyattlzl bahwa sekalian persero pendiri
pertama telah mewakili palinlg sedikitnya seperlima dari modal
persekutuam;lagipun harus t\:iftentukan juga tenggang waktu,
dalam mana semua sero atau andil lainnya telah harus
ditempatkannya, tenggang waktu itu atas permohonan semua
persero pendirian pertama oleh Presiden atau oleh pejabat yang
menurut ayat kedua pasal 36 d{tunjuk oleh Presiden, masih juga
dapat diperpanjang.

Pasal 51 KUHD ¢
Perseroan tidak akan dapat mulai I}eljalan, sebelum paling sedikitnya
sepuluh persen dari modal pemekutuan‘/disetorkannya.

2. Tanggung Jawab Pribadi atau t‘a'k terbatas Pemegang Saham.
Menurut UU Perseroan Terbatas \

Pada keadaan dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan (separate)

‘ f
perseroan dari pemegang saham, secara kasuistik perlu disingkirkan dan
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dihapus dengan cara menembus ten;bok atau tabir perseroan atas perisai
tanggung jawab terbatas atau (limirted liability). Konsekuensi hukum atas
penyingkapan tabir atau tembok perliindungan itu, yang lazim disebut piercing
the corporate veil. Dengan kata ( lain, prinsip tanggung jawab terbatas
Pemegang Saham tidak berlaku secara mutlak.

Dalam hukum positif Indones\.ia, kemungkinan untuk mengecualikan
prinsip tanggung jawab terbatas te{sebut dimungkinkan dalam hal-hal

sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT No. 40 Tahun 2007

{

a. Persyarafan perseroan atau PT sebagai badan hukum belum atau tidak
\

yaitu sebagai berikut:*!

terpenuhi. k
Ketentuan tentang tanggung jawab perbu.atan hukum atas nama perseroan
yang belum memperoleh status badan hu%cum, merujuk pada Pasal 14 UU
Nomor 40 Tahun 2007 yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:
1) Perbuatan hukum dilakukan semua"anggota Direksi bersama-sama
semua pendiri dan semua anggota Dewan Komisaris.
Pasal 14 ayat (1) UU PT No. (‘40 Tahun 2007, menjelaskan bahwa
perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status
badan hukum, harus atas persetuj[pan semua pendiri, anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris. Akibatnya menjadi tanggung jawab

\
secara tanggung renteng (hoofdeljk, aansprakeljk, jointly and severally

;
4 M. Yahya Harshsp, Sepate Entity, Limited Liability dan Piercing The Corporate Veil,

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3 Tahun 2007, hal. 45-47

«
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liable} dari semua pendiri, ;nggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris. (
1. Perbuatan Ihukum dilakukan cfieh pendiri atas nama perseroan
Apabila perbuatan hukum dE;aukan pendiri atas nama perseroan yang
belum memperoleh status badan hukum, maka menurut Pasal 14 ayat
(2) UUPT 2007, perbuatan hu'icum itu menjadi tanggung jawab pribadi
(persoonljke  aansprakeljkheid, personal liability) pendiri yang
bersangkutan, dan tidak mengikat perseroan.

Pasal 3 ayat (2a) UU PT No.|\40 Tahun 2007 yang menyatakan
bahwa pemegang saham bemgguJ}awab pribadi bila persyaratan
perseroan sebagai badan hukum belum ?mu tidak terpenuhi sama dengan
Pasal 3 ayat (2a) UU PT No. 1 Tahun 1935. ketentuan UUPT Tahun 1995
dan UUPT Tahun 2007, serta sama jugzav“dengan= Pasal 39 KUHD yang
menyatakan: ‘

“Selama pendaftaran dan pengumumém tersebut belum diselengarakan,
sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing

bertanggungjawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap

Y
1

pihak ketiga”. “
Dalam KUHD, tidak ada ketentuan pemegang ssham bertanggungjawab
secara pribadi, bila ia sam-satlmy? pemegang saham. Akan tetapi
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1973 (sebelum lahimya
UU No.l Tahun 1995), bempendapat sama dengan Pengadilan Tinggi

/
Jakarta, perseroan yang pemegang sahamnya 1 (satu) orang, maka harta



[

L

o

iw

57

~

pribadi pemegang saham tersebut dapat disita untuk pembayaran utang

yang dibuat perseroan.*? {

;
b. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak

langsung dengan itikad buruk mémanfaatkan perseroan semata-mata untuk

kepentingan pribadi; \

Itikad buruk atan penggunaan tidak wajar dianggap terjadi, apabila
terdapat indikasi berikut, antara 'laix‘:u

1) Menipu kreditor (defrauding creditor)

2) Kapital tipis (thin capatalization) lryakni perseroan kekurangan modal
atau berada dalam keadaan “under capitalization”.

3) Perampokan (footing) yakni mentl:'a.nsfer asset perseroan kepada
pemegang saham trans-fer mana tiatia\ lain dari perjanjian transaksi
yang berlawanan dengan hukum antar perseroan dengan pemegang
saham, untuk menipu kreditor. , '

4) Mengakali peraturan perundang-undlangan (circumventing a statute),
misalnya perseroan dilarang me:l;akukan usaha retail disuatu tempat.
Untuk mengakali larangan it{|{ dimana seluruh asetnya dimiliki
perseroan tersebut.

5) Menghindari kewajiban yang adzkt,(evoiding an existing obligation),
misalnya untuk menghindari n'i‘e‘menuhi tanggung jawabnya atas

pejanjian yang dibuat dengan pihak ketiga (kreditor). Cara yang sering

t
4 Brman Rajegukguk, Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: TanggungJawab Pemegang

Sakam, Komisaris dan Direkst, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No. 3 Tahun 2007, hal. 15-16.

(

“~
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dilakukan dengan jalan mendirikan perseroan anak (subsidiary).
Perseroan baru itu atau pers"eroan anak tadi mengklaim, bahwa dia
tidak ada sangkut pautnya dT:ngan perseroan lama. (parent company)
dan tidak bertanggung jawakl‘:i' terhadap kontrak yang dibuat perseroan
lama, meskipun dirinya mela'njutkan usaha ersoalan lama.

c. Pemegang Saham yang bersangktntan terlibat dalam perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh persero\'in;

Dasar yang ketiga untuk menghap.us perisai tanggung jawab, apabila
pemegang saham terlibat atau berseko\ngkol dengan perseroan melakukan
perbuatan melawan hukum, yang metlimbulkan kerugian kepada pihak
lain. Penerapan alasan ini tidak rumit. l'Yang perlu dibuktikan ada fakta
yang menunjukkan keterlibatan peme;gang saham dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan perseroan.:

d. Pemegang Saham yang bersangkutan }bajk langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggi;nakan kekayaan perseroan, yang
mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi
utang perseroan. 4

Menurut Gunawan Widjaya, \\'keempat hal yang menyebabkan
terjadinya piercing the corporate veil tersébut, jelas menunjukkan bahwa:*

1. Dalem hal yang pertama, jelas pemegang saham, tidak secara

serius menghendaki status peftanggunawaban terbatas, yang

henya dapat diperoleh segera setelah perseroan terbatas didirikan
{
\

¥ Gunawan Widjaye, Risiko Hukum Sebagal Direksi, Komisaris dan Pemilik PT,
Penerbit, Forum Sahabat, Jakarta, haf. 38-40.
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tersebut memperoleh penglesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia. Dengan rrllengabaikan proses dan formalitas yang
selayaknya dan scharusn?ia ditempuh, pendiri perseroan terbatas
daoat dikatakan tidak bf:-maksud untuk secara sungguh-sungguh
mendirikan suatu peerse'r_pan terbatas. Bahkan dalam ketentaun
Pasal 10 ayat (9) UU PTLNo. 40 Tahun 2007 yang menyatakan
bahwa jika dalam jangka gvaktu 60 (enam puluh) hari terhitung
sejek tanggal akta pendiriar} ditandatangani permohonan untuk
pengesahan dan memperoleh st‘katus badan hukum tidak dimajukan
kepada Menteri Hukum dan H(\M, maka pendirian menjadi batal
sejak lewatnya jangka waktu ter§ebut dan Perseroan yang belum
memperoleh status badan hukl\{m bubar karena hukum dan
pemberesannya dilakukan oleh pendiri. Tidak diperolehnya status
badan hukum tersebut, bukan hanya semata-mata terjadi karena
tidak diajukannya permohonan P‘éngesahan sebagai badan hukum,
melainkan dapat terjadi karena berbagai hal. Hal-hal tersebut dapat
terjadi misalnya, karena pelidiri tidak mau melakukan penyetoran
modal sebagaimana telsh ditentukan sebelumnya,pendiri tidak
memberikan kuasa kepada péflgums persercan untuk melakukan
kegiatan yang diperlukan sedi\mgkan pendiri itu sendiri tidak mau

bertindak atas nama pemeroan,dan Jain sebagainya;

. Hal kedua terkait dengan teori keagenan, di mana pemegang saham

dengan ifikad buruk telsh memanfaatkan perseroan untuk
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kepentingan dirinya pribad:i.Dalam konteks yang demikian,berarti
perseroan semata-mata h(anya melaksanakan apa yang menjadi
tujuan dan objektif dari pémegang saham. Pemegang saham dalam
hal ini berlindung ({i balik pertanggungjawaban terbatas
perseroan,sedangkan pér_scrom sendiri dimanfaatkan untuk
kepentingan pribadinya.lai'li jelaslah dalam konteks ini,pemegang
saham yang tidak memiliki(itikad baik dan dilindungi oleh hukum,
Piercing the corporate veil belaku dalam hal ini bagi pemegang
saham yang memanfaatkan *i perseroan untuk kepentingannya

pribadi. :

. Hal ketiga ini menunjukkan‘pad;g tindakan pemegang saham yang
\

secara bertentangan dengan huku&n (fraud). Dalam hal ini perlu
diperhatikan adagium bahwa siapa yang telah menerbitkan
kerugian pada seseorang lainbertanggung jawab atas kerugian
yang diterbitkannya tetsebut.Sébagai suatu artificial person,
perseroan terbatas tidaklah memiliki kehendak.Dalam keadaan di
mana kehendak perseroan aq:alah kehendak pemegang saham,maka
jelas yang bertanggung jawat} adalah pemegang saham tersebut.
Hal keempat terkait dengan ilengan penggunaan harta kekayaan
secara tidak sah yang menygbabkan harta kekayaan perseroan
menjadi  berkurang sehmggaperseman tidak dapat melunasi
seluruh kewajibannya kepada kreditor perseroan.
'



#

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) 'UU PT No. 40 Tahun 2007 tentang

1'm’

Perseroan Terbatas tidak ada satu ketentuanpun yarg menyatakan pihak mana
yang sebenarnya dilindungi dengat'l diberlakukannya prinsip piercing the
corporate veil. Namun demikian (hengan melihat pada ketentuan yang
dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT No. 40 tahun 2007 dapat diketahui
bahwa perlindungan diberikan kepadalheditor PT.

Sebagai perbandingan dengan ketentuan UU PT di atas, yurisprudensi
Common Law menyimpulkan adanya tiga doktrin umum bagi kemungkinan
dapat dilanggamya prinsip tanggung jav&ab terbatas atau dimungkinkannya
Piercing The Corporate Veil, yakni:44 ‘

1. Doktrin “Instrumentality’”, yang pendekatannya mengacu pada 3 (tiga)

(

a. Adanya kontrol/pengendalian atas PT, schingga PT tidak

& faktor sebagai berikut:

»

mempunyai eksistensi yang mandiri;
b. Pengendalian tersebut berpengdruh atas dilakukannya tindakan

melalaikan kewajiban;

1
i

c. Atas tindakan lalai tersebut menimbulkan kerugian.
2. Doktrin “Alter Ego”, yang berpendapat bahwa Piercing The
Corporate Veil dapat diterapkan dalam hal:
a. Kepentingan Pemilik Saham n‘lengalahkan kepentingan PT; dan;
b. Sulit untuk membedakan atau&xflengenali entitas pribadi Pemegang

Saham dari entitas PT yang bersangl_‘mtan

i

4 Jomes D Cox, Thomas Lee Hazen & F Hodge O'Neal, Corporations, Aspen Law &

¢ Business, New York, 1997, hal. 112-113.
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{
3. Doktrin “Identity”, yang menyerahkan permasalahan kesatuan atau
pemisahan kekayaan perseroaﬁ dalam pembuktian di pengadilan secara

per kasus. l.*‘

Adapun tujuan dari dimungkikll'lkannya penghapusan tanggung jawab
terbatas suatu PT sebagaimana disimpulkan dari penjelasan Pasal 3 ayat (2)
adalah agar suatu PT didirikan tidak semata-mata sebagai alat yang dipergunakan
untuk memenuhi tujuan pribadi Pemegang Saham, sehingpa terjadi pembauran
harta kekayaan pribadi Pemegang Saham dad harta kekayaan PT, atau antara harta

kekayaan Pemegang Saham dan harta kekayaa.;n PT tidak dapat lagi dibedakan.

——

W
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A. SIMPULAN _‘,

1. Tanggung jawab pemegang (\saham menurut hukum positif adalah
terbatas pada modal (saham) ‘ymg disetorkan atau dimiliki. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Kit?b Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD), Undang-Undang No. 1. Tahun 1995 (UU PT 1995) dan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UU PT 2007), yang masing-
masing berbunyi sebagai berikut: (‘\

a. Pasal 40 ayat (2) KUHD yané berbunyi: “persero-pesero atau
' pemegang-pemegang saham atau sér"o tidak bertanggungjawab lebih

pada jumlah penuh dari saham-sahaen itu” .

o

b. Pasal 3 UUPT No. 1 tahun 1995 berbunyi: “pemegang saham tidak
bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas
pama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi
nilai saham yang diambilnya”. ’

c. Pasal 3 UU PT No. 40 tahun 2007 berbunyi: “pemegang saham tidak
bertanggungjawab secara -priba{li atas perikatan yang dibuat atas
nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan

\

melebihi ssham yang dimiliki”.

“

2. Bilamana Pemegang Saham bertanggung jawab. secara pribadi terhadap
{

kerugian suatu Persercan Terbatas dimungkinkan dalam hal-hal
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sebagaimana tercantum dalam Pas:al 3 ayat (2) UU PT No. 1 Tahun 1995

dan UU PT No. 40 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

a. Persyaratan perseroan atau PT sebagai badan hukum belum atau tidak
terpenuhi.

b. Pemegang Saha.m yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan itikad bumlé memanfaatkan perseroan semata-mata
untuk kepentingan pribadi; (\

c. Pemegang Saham Yyang bersalf:gkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan o\leh perseroan;

d. Pemegang Saham yang bersangku';fan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum m?nggunakan kekayaan perseroan,
yang mengakibatkan kekayaan persc\{oan menjadi tidak cukup untuk
melunasi utang perseroan. ‘

Ketentuan Pasal 3 ayat (2a) UU PT No. 1 Tahun 1995 dan UU PT

No. 40 Tahun 2007 sama juga dengan Pasal 39 KUHD yang menyatakan:
“Selama  pendaftaran .dan ',' pengumuman  tersebut  belum
diselengarakan, sekalian pengu{ixsnya adalah orang demi orang dan
masing-masing bertnnggunavs;éb untuk selurubnya, atas tindakan
mereka terhadap pihak ketiga”. \

Dalam KUHD, tidak ada ketentuan pemegang saham bertanggungjawab

secara pribadi, bila ia satu-satunya‘ pemegang saham. Akan. tetapi

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada fahun 1973 (sebelum lahirnya

[
UU No.l Tahun 1995), berpendapat sama dengan Pengadilan Tinggi
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Jakarta, perseroan yang pemegang sahamnya 1 (satu) orang, maka harta
pribadi pemegang saham tersebut dapat disita untuk pembayaran utang

yang dibuat perseroan.

B. SARAN

1. Dengan peran yang begitu besar, tetapi tanggung jawab terbatas
diharapkan kepada para Pemegang Saham melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) untuk lebih selektif dalam menentukan
organ PT yaitu Direksi dan Dewan Komisaris;

2. Beralihnya tanggung jawab terbatas menjadi tanggung jawab pribadi
atau tak terbatas diharapkan membuat pemegang saham lebih berhati-
hati dalam pengambilan keputusan yang penting terhadap

keberlangsungan perseroan.
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